
 

105 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Fuady, Munir, 1999, Hukum Pailit (Dalam Teori dan Praktek), Bandung: PT. 

Citra Aditya Bakti. 

 

H.R., Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Perkasa. 

 

Indaryati, Poppy, 2001, Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan, (Tesis Hukum 

dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Undip Semarang), Semarang : 

Universitas Diponegoro Semarang (tidak diterbitkan). 

 

Irawan, Bagus, 2007, Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi, 

Bandung: Alumni. 

 

Kansil, C.S.T dan Kansil, Christine S.T., 2002, Pokok – pokok pengetahuan 

hukum dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. 

 

Kartono, 1985, K.epailitan dan Pengunduran Pembayaran, cet.3, Jakarta: 

Pradnya Paramita. 

 

Kurniawan, 2007, Pemberesan Harta Pailit pada Perusahaan Perseorangan 

(Studi Kasus PT. Siedad Produce Tbk, Tesis: Universitas Diponegoro 

Semarang (tidak diterbitkan). 

 

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan 2005, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak 

Tanggungan, edisi pertama, cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group. 

 

Nating, Imran , 2004, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan 

dan Pemberesan Harta Pailit, Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada. 

 

Poerwadarminta, W.J.S.,  1976, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta. 

 



 

106 

 

Purwosutjipto, H.M.N, 1992, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 8: 

Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan d, cet.3, Jakarta: Djambatan. 

 

Rahayu, Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, edisi revisi, Malang: UMM Press. 

 

Remy Sjahdeni, Sutan, 2002, Hukum Kepailitan, Memahami Failissements-

verordening  Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998,Cetakan 

Pertama,  Jakarta: PT. Pustaka  Utama Grafiti. 

 

Sa’roni, 2006, Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Sebagai Kurator harta 

Pailit Setelah Berlakunya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang 

Kepailitan,   Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, (tidak 

diterbitkan). 

 

Soemitro, Hanitijo Rommy, 1952, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 

 

Soerjowinoto, Petrus, 2006, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum 

(MPKH)  dan Skripsi, Semarang : Fakultas Hukum Unika 

Soegijapranata (tidak diterbitkan). 

 

Sutedi, Adrian, 2009, Hukum Kepailitan, Bogor: Ghalia Indonesia. 

Tumbuan, Frederick, B.G., 1994, Naskah Akademik Peraturan Perundang-

undangan tentang Kepailitan Pengganti Faillisement Verordening Stb, 1905 

– 217 jo Stb, 1906 – 348, BPHN Departemen Kehakiman Republik 

Indonesia. 

 

Usman, Rachmadi,  2004, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama. 

 

Yani, Ahmad et. al, 2004, Seri Hukum Bisnis – Kepailitan, Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 

 

 

 



 

107 

 

Undang – undang 

 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

 

Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

 

Undang – undang no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan 

Kewajiban Pembayaraan Utang. 

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

Internet  

 

www :  http://kreditorpailit.wordpress.com/2009/05/13/pembayaran-upah-

buruh dalam-proses-kepailitan/. 

 

www :    www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206711022/bab4.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kreditorpailit.wordpress.com/2009/05/13/pembayaran-upah-buruh%20dalam-proses-kepailitan/
http://kreditorpailit.wordpress.com/2009/05/13/pembayaran-upah-buruh%20dalam-proses-kepailitan/
http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206711022/bab4.pdf

	SKRIPSI FINAL WISNU

	logo: 


